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Abstract 
____________________________________________________________ 

This study aims to examine the effect of budgetary participation on the 
performance of local government officials with organizational commitment, 
organizational culture, and decentralization as moderating variables at the Central 
Java Province Industry and Trade Office. The sample in this study were structural 

employees of the Dinperindag who were involved in the budget preparation 
process. The sampling method in this research is purposive sampling. The number 
of samples used was 47 respondents from 291 structural officials in the 
Dinperindag of Central Java province. The data validity test used Pearson Product 

Moment correlation test, while the reliability test used Cronbach Alpha. The data 
analysis technique used is simple and multiple regression analysis. The results of 
this study indicate that budgetary participation has a positive effect on the 
performance of local government officials as evidenced by the t value greater than 

the t table (3.574> 1.690) and a significance value (0.001 <0.05). Organizational 
commitment has a positive effect on the relationship between budgeting 
participation and the performance of local government officials, while 
organizational culture and decentralization have no effect on the relationship 

between budgetary participation and the performance of local government officials. 
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1. PENDAHULUAN 

 Akuntabilitas publik merupakan fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan 
organisasi publik dewasa ini. Dalam konteks organisasi pemerintah, Mardiasmo (2009 : 
20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada 
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, sebuah surat 
kabar menjelaskan bahwa “Akuntabilitas kementerian / lembaga dan pemerintah daerah 
masih rendah dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) daerah kabupaten dan kota tahun 2016 menunjukkan banyak instansi belum 
berbenah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat” (Abdur, 
2017:2). 
 Hal tersebut dinyatakan oleh Asman Abdur Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP). LHE AKIP regional satu yang terdiri 
dari 172 pemerintah kabupaten/kota tahun 2016 telah dievaluasi oleh PAN-RB 
menjelaskan bahwa sebanyak 81 pemerintah kabupaten/kota regional satu masih 

mendapat kategori C yang artinya cukup dan 69 pemerintah kabupaten/kota mendapat 
kategori C yang artinya kurang. Hal tersebut mencerminkan dari 172 pemerintah 
kabupaten/kota bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dominan masih 
rendah. 
 Adanya hal tersebut, maka perlu dievaluasi bagaimana pengelolaan anggaran 
pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan 
bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan 4 asas, yaitu asas desentralisasi, 
sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu, dengan mengacu pada 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
yaitu asas-asas pelayanan publik meliputi : kepentingan umum, kepastian hukum, 
kesamaan hak, kesamaan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan 
perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan 
keterjangkauan. 
 Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilihat dari kinerja. Kinerja 
aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan 
dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, 
dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai 
target yang dianggarkan. Penganggaran sektor publik merupakan instrumen 

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang 
dibiayai dari uang publik. Pengganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan 
jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Jadi, 
tujuan organisasi dan anggarannya akan menjadi panduan dalam segala kegiatan yang 
akan dilakukan. Seperti penjelasan dari Halim dan Kusufi (2012), bahwa “ suatu 
organisasi publik dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada 
dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan merupakan partisipasi dari setiap 
tingkat tanggung jawab yang ada. 
 Hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah 
daerah dapat diperkuat dengan variabel lain. Variabel yang memperkuat hubungan 
tersebut adalah variabel moderasi. Beberapa variabel yang diduga dapat memoderasi 
hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah antara lain, 
motivasi, Job Relevant Information (JRI), desentralisasi, komitmen organisasi dan budaya 
organisasi (Nazaruddin dan Setyawan, 2012). 

 Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kinerja 
suatu organisasi/instansi adalah motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam 
lingkungan organisasi/instansi tersebut. Motivasi menurut Lubis (2010) adalah proses 
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yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau 
dorongan yang ditujukan untuk tujuan insentif . Selain motivasi, sebuah informasi juga 
akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, seperti pendapat dari Nazaruddin 
dan Setyawan (2012) bahwa Job Relevant Information merupakan informasi yang 
memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Keterlibatan 
bawahan dalam menyusun anggaran akan memungkinkan untuk memberikan informasi 
yang diketahui. 
 

Teori Kontinjensi 

 Teori kontinjensi merupakan alat pertama dan yang paling terkenal untuk 
menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi, seperti ketidakpastian 
lingkungan dan ukuran organisasi (Lubis, 2010). Dijelaskan pula oleh faktor kondisional 
atau ketidakpastian lingkungan dalam penelitian ini misalnya kemungkinan adanya hal-
hal yang dapat menyebabkan kinerja aparat pemerintah menjadi lebih efektif. 
Goal Thory 
 Pengertian Goal Theory menurut Locke dkk adalah “Teori untuk memprediksi bahwa 
tujuan yang kuat akan mengarah pada kinerja yang lebih baik daripada tujuan yang 
ringan, meskipun begitu kemungkinan mencapai tujuan yang lebih ringan akan tercapai 
sepenuhnya” (Locke dkk, 1981 : 128). 
 
Partisipasi Penyusunan Anggaran 

 Partisipasi penyusunan anggaran dikemukakan dalam goal theory bahwa ¬–tujuan 
yang telah ditetapkan secara partisipatif menghasilkan kinerja yang luar biasa (Robbins, 
2002: 63). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka partisipasi penyusunan anggaran 
merupakan ciri-ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi 
aparat pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan proses penyusunan 
anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan aparat pemerintah daerah 
dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan pengetahuan mereka tentang 
anggaran dan kemudian mampu menginformasikan secara jelas kepada masyarakat 
mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah. 
  
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 

 Arti kinerja menurut Fahmi, Irham (2011:2) adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 
organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 
dihasilkan selama satu periode waktu. Lebih jauh menurut Bastian, Indra (2006) 
menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 
program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi 
yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. 
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya 
akuntabilitas publik yang menunjukkan seberapa besar kinerja manjerial dicapai, 
seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja pegawai. 
Komitmen Organisasi 
 Sopiah (2008:157) mendefinisikan komitmen organisasi adalah suatu ikatan 
psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya : kepercayaan dan 
penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk 
mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk 
mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. 
 
Budaya Organisasi 

 Pengertian budaya organisasi adalah perbedaan sifat, perilaku dan karakteristik 
yang dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya (Tahir, 2014:120). 
Lain halnya dengan pendapat Robbins bahwa budaya organisasi merupakan serangkaian 
karakter penting yang menjadi nilai bagi suatu organisasi (2002:279).  
 
 



 

MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol. 9, No. 1, 2019, pp: 29-39 

 

32 

Desentralisasi 

 Menurut Robbins (2002) desentralisasi adalah banyaknya bawahan yang 
memberikan masukan atau diberi kewenangan untuk membuat keputusan. Organisasi 
yang terdesentralisasi, upaya memecahkan masalah dapat diambil dengan lebih cepat, 

lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, dan para 
karyawan merasa tidak terisolasi dari mereka yang membuat keputusan yang 
mempengaruhi kehidupan pekerjaan mereka (Robbins, 2002:224). 
 
Kerangka konseptual penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
H1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah. 

H2 : Komitmen Organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
H3 : Budaya organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
H4 :Desentralisasi memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
 

2. METODE 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Dinperindag Provinsi Jawa Tengah. Pihak-pihak yang 
menjadi responden dalam penelitian ini adalah para Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan 
Kepala Sub Bag, Kepala Balai, dan Kepala UPT. Jumlah sampel dari penelitian ini yaitu 
35. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu sumber data yang 
diperoleh secara langsung yang secara khusus dikumpulkan dengan menjawab 
pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 146-147). Data primer pada 
penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.  
 Metode dalam mengumpulkan data ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner 
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sandjaja dan Heriyanto, 
2006:78). Jawaban atas kuesioner diukur menggunakan skala likert dengan skala 1-5, 
yang mana nilai jawaban dari responden masing-masing memiliki skor yang dapat 
dihitung. Jawaban yang diberikan yakni berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak 
setuju, sangat tidak setuju. Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat 
tahap. Pertama, pengujian kualitas data, kedua melakukan pengujian asumsi klasik. 
Tahap ketiga, analisis regresi sederhana dan berganda. Tahap kelima yaitu melakukan 
pengujian hipotesis.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Deskripsi Objek Penelitian 

Berikut disajikan objek penelitian dalam tabel1.  

 
Tabel 1. Objek Penelitian 

Keterangan Jumlah Kuesioner 

Kuesioner yang dikirim 47 

Kuesioner yang direspon 35 

Kuesioner yang tidak direspon 12 

Presentase pengembalian 78% 

Presentase pengembalian yang 
digunakan 

74% 

 

Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji validitas setiap variabel dapat 
dilihat dalam tabel berikut ini: 
 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran. 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi 

 

    Sumber : Data diolah 
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Desentralisasi 

 

Sumber : Data diolah  
 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 

 
 Tabel diatas menunjukan nilai signifikansi untuk semua item pertanyaan adalah 
kurang dari 0,05. Hal ini brarti bahwa semua indikator/item pertanyaan yang digunakan 
untuk mengukur variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah valid. 
 
Uji Reabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 
konsisten bila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat 
ukur yang sama. Uji reliabilitas dalam pengukuran variabel-variabel menggunakan 
indikator cronbach alpha (α), jika koefisien α > 0,60 maka variabel dapat dikatakan reliabel 
(Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas setiap variabel adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Cronbach 
Alpha 

Nilai Cut Off Kesimpulan 

Partisipasi penyusunan anggaran 0,755 0,60 Reliabel 

Komitmen organisasi 0,748 0,60 Reliabel 
Budaya organisasi 0,787 0,60 Reliabel 
Desentralisasi 0,880 0,60 Reliabel 
Kinerja aparat pemerintah daerah 0,878 0,60 Reliabel 

Sumber : Data diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk variabel 

partisipasi penyusunan anggaran adalah 0,755. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 
konstruk pertanyaan yang disusun untuk mengukur tingkat partisipasi penyusunan 
anggaran adalah reliable karena nilai cronbach alpha lebih dari 0,60. Nilai cronbach alpha 

untuk keempat variable secara berturut-turut adalah 0,748 ; 0,787; 0,880; 0,878. Angka 
ini juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,60, maka variabel komitmen 
organisasi, budaya organisasi, desentralisasi, dan kinerja aparat pemerintah daerah 
dinyatakan reliabel. 
 

Uji Autokorelasi 

Keputusan data dikatakan tidak mempunyai gejala autokorelasi yaitu jika nilai Durbin 
Watson (DW) diantara dU sampai dengan 4-dU.  
 

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .561a .315 .224 3.863 1.228 

  Sumber data diolah 
 
 Nilai dU dapat ditentukan dengan melihat tabel DW, dimana jika signifikansi 5% 
untuk jumlah sampel (n) 35, maka nilai dL= 1,222 dU=1,726, dan hasil 4-dU= 4- 1,726= 

2,274. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.11. yang menunjukkan nilai DW 
sebesar 1,228, yang artinya nilai tersbut terletak diantara 1,222 sampai 2,274, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. 
 
Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi 
antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda.  

Tabel 9. Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

PPA .994 1.006 
KO .926 1.080 

BO .534 1.872 

D .551 1.816 

Sumber data SPSS 2018 
 
 Berdasarkan tabel 4.3 perhitungan nilai tolerance menunjukkan bahwa kelima 

variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan tidak ada satupun variabel 
independen yang memiliki VIF > 10. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar 
variabel independen (bebas) atau tidak terjadi multikolineritas. 
 
Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 
varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan lain. Persamaan regresi yang 
baik merupakan persamaan yang homokesdastisitas atau tidak terjadi 
hoteroskesdastisitas. Apabila nilai signifikasi setiap variabel independen lebih lesar dari 
0,005 maka penelitian tersebut sudah terbebas dari heteroskesdastisitas. 
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Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 
sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. 

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .561a .315 .224 3.863 

Sumber :Data diolah 
  
 Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square dan adjusted R Square 
adalah 0,315 dan 0,224. Artinya variabel kinerja aparat pemerintah daerah dapat 
dijelaskan sebanyak 22,4% oleh variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran, 
komitmen organisasi, budaya organisasi, dan desentralisasi). Sisa sebesar 77,6% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.  

 
Uji Hipotesis 

Tabel11. Hasil Uji Hipotesis 1 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -97.509 171.800  -.568 .574 

PPA 6.661 8.633 3.403 .772 .446 

BO 1.679 2.550 1.922 .659 .515 

PPA.BO -.084 .128 -3.509 -.652 .519 

Sumber: Data diolah  
 
 Pengujian hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa “Partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah” menggunakan analisis 
regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel 4.15. dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 
0,001<0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dan nilai t hitung 
3,574 > 1,690. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.   
 Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji H2 sampai H4. Pengujian 
hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa “Komitmen organisasi memoderasi hubungan 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah”. Nilai 
signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dibawah 0,05 yaitu 0,006. Nilai t hitung 2,945 
> t tabel 1,690. 
 Pengujian hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa “Budaya organisasi memoderasi 
hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah”.  
Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan budaya 
organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diatas 0,05 yaitu 0,519. Nilai t 
hitung -0,652 < t tabel 1,690. Berdasarkan hal tersebut maka H3 ditolak yang 
menyatakan bahwa budaya organisasi (VM2) memoderasi hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Arifin (2012) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak 
memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah. 
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 Pengujian hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa “Desentralisasi memoderasi 
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah”. Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan 
desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diatas 0,05 yaitu 0,407. Nilai t 
hitung 0,841 < t tabel 1,690. Berdasarkan hal tersebut maka H4 ditolak yang menyatakan 
bahwa desentralisasi (VM3) memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
Nazaruddin dan Setyawan (2012) yang menyatakan bahwa desentralisasi tidak 
memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap  kinerja aparat 
pemerintah daerah. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “ Pengaruh Partisipasi 
Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Komitmen 
Orgasasi, Budaya Organisasi, dan Desentralisasi sebagai Variabel Moderasi” adalah 
sebagai berikut : 
1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah. 

2. Komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

3. Budaya organisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

4. Desentralisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kinerja aparat pemerintah daerah. 

 Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Dinperindag, untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah hendaknya 

mengikutsertakan pegawai dan menguatkan komitmen pegawai pada organisasi, 
terutama dalam proses penyusunan anggaran. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya mampu mencari alat ukur yang tepat untuk 
menilai kinerja aparat pemerintah daerah, karena jika alat ukurnya berupa prtanyaan 
dalam kuesioner dikhawatirkan akan menilai secara subyektif. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas lingkup penelitian agar 
dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam bidang anggaran sektor publik. 
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